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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
memahami peran negara dalam menjamin
kesetaraan peluang kerja bagi penderita buta
warna menurut UU Ketenagakerjaan dan untuk
mengetahui dan memahami perlindungan hukum
bagi penderita buta warna menurut UU
Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan metode
penelitian  hukum  normatif, dapat ditarik
kesimpulan yaitu : 1. Kesetaraan peluang kerja
bagi penderita buta warna merupakan bagian dari
hak konstitusional warga negara yang dijamin
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Negara memiliki peran penting
dalam menjamin pelaksanaan prinsip non
diskriminasi  melalui pembentukan regulasi,
pengawasan kebijakan rekrutmen Kkerja, serta
penegakan hukum terhadap praktik diskriminatif.
2. Perlindungan hukum bagi penderita buta warna
menurut  Undang-Undang Ketenagakerjaan
bertujuan untuk menjamin hak setiap warga
negara memperoleh pekerjaan  berdasarkan
kemampuan dan kompetensinya. Kasus Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  121/PUU-
XXI11/2025 menunjukkan bahwa penafsiran
syarat “sehat jasmani dan rohani” yang terlalu
luas berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam
dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan
perlindungan ~ hukum  vyang lebih jelas,
proporsional, dan berbasis kompetensi agar
penderita buta warna tetap memperoleh
kesempatan kerja yang adil dan setara.

Kata Kunci : kesetaraan, peluang kerja, penderita
buta warna

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pekerjaan merupakan hak dasar setiap warga
negara yang dijamin oleh konstitusi sebagai
bagian dari hak asasi manusia. Hak untuk
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang
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layak merupakan bentuk perlindungan negara
terhadap martabat manusia dalam kehidupan
sosial dan ekonomi. Dalam Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang  Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan vyang layak bagi kemanusiaan.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara
memiliki kewajiban  untuk  memberikan
perlindungan dan kesempatan kerja yang adil bagi
seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi.
Oleh karena itu, prinsip Kkesetaraan dalam
memperoleh pekerjaan menjadi bagian penting
dalam sistem hukum ketenagakerjaan  di
Indonesia.’

Dalam praktiknya, pemenuhan hak atas
pekerjaan masih menghadapi berbagai hambatan,
terutama terhadap kelompok masyarakat tertentu
yang dianggap memiliki keterbatasan fisik
maupun sensorik. Salah satu bentuk hambatan
tersebut adalah diskriminasi terhadap penderita
buta warna dalam proses rekrutmen pekerjaan.
Banyak lembaga pemerintah maupun perusahaan
swasta mensyaratkan bebas buta warna sebagai
syarat administrasi tanpa mempertimbangkan
relevansi kondisi tersebut dengan jenis pekerjaan
yang dilamar. Akibatnya, individu yang
sebenarnya memiliki kompetensi dan kemampuan
kerja tetap kehilangan kesempatan memperoleh
pekerjaan hanya karena kondisi kesehatan
tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan
hukum mengenai sejauh mana negara berperan
dalam menjamin kesetaraan peluang kerja bagi
penderita buta warna.®

Seperti contoh kasus yakni PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
121/PUU-XXI11/2025. Salah satu perkara yang
mencerminkan problematika tersebut adalah
pengujian materiil terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf
f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia melalui Perkara Nomor 121/PUU-
XXI111/2025. Perkara ini diajukan oleh seorang
lulusan hukum, Anak Agung Ngurah Kharan
Gustra Ananta, yang merasa hak
konstitusionalnya dirugikan karena kondisi buta
warna parsial yang dimilikinya dianggap tidak
memenuhi syarat kesehatan untuk mengikuti
seleksi calon jaksa. Kasus ini menjadi relevan
dalam konteks Kkesetaraan peluang Kkerja,
khususnya bagi penyandang disabilitas sensorik
ringan. Dalam permohonannya, pemohon
mempersoalkan frasa “sehat jasmani dan rohani”

® Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pasal 27 ayat (2).

® Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat
Indonesia, Surabaya: Bina IImu, 2007, him. 33.



yang menurutnya ditafsirkan secara kaku oleh
lembaga terkait sebagai keharusan bebas dari buta
warna, termasuk buta warna parsial. Padahal,
secara medis dan fungsional, buta warna parsial
tidak selalu menghambat pelaksanaan tugas
profesi jaksa yang lebih menekankan pada
kemampuan analisis hukum, argumentasi, dan
integritas. Pemohon berpendapat bahwa tidak
adanya penjelasan limitatif mengenai parameter
“sehat jasmani dan rohani” telah membuka ruang
tafsir yang luas dan berpotensi diskriminatif.
Akibatnya, individu dengan kondisi tertentu yang
tidak relevan secara langsung dengan kompetensi
jabatan tetap tersingkir dari proses seleksi.’

Kasus  tersebut  menunjukkan  bahwa
diskriminasi dalam dunia kerja masih terjadi
melalui penerapan persyaratan kesehatan yang
tidak proporsional terhadap jenis pekerjaan
tertentu. Persyaratan bebas buta warna pada
beberapa profesi memang dapat dibenarkan
apabila berkaitan langsung dengan keselamatan
kerja atau kebutuhan teknis pekerjaan. Namun
demikian, apabila syarat tersebut diterapkan
secara umum tanpa mempertimbangkan relevansi
tugas jabatan, maka hal tersebut berpotensi
melanggar  prinsip  kesetaraan dan  non
diskriminasi. Oleh sebab itu, diperlukan peran
negara untuk memastikan bahwa setiap
persyaratan kerja didasarkan pada kebutuhan
objektif dan bukan sekadar asumsi diskriminatif
terhadap kondisi fisik tertentu.®

Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia,
prinsip non diskriminasi juga diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja. Pasal 5 Undang-Undang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap tenaga
kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi  untuk  memperoleh  pekerjaan.
Selanjutnya Pasal 6 menegaskan bahwa setiap
pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama
tanpa diskriminasi dari pengusaha. Ketentuan
tersebut menegaskan bahwa negara mengakui
kesetaraan kesempatan kerja sebagai bagian dari
perlindungan hukum ketenagakerjaan.® Meskipun
demikian, dalam praktik rekrutmen kerja masih
banyak ditemukan persyaratan administratif yang
berpotensi diskriminatif terhadap penderita buta

" putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  121/PUU-
XXI111/2025.

Satjipto Rahardjo, IImu Hukum, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2012, him. 210.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 5
dan Pasal 6.

warna. Persyaratan bebas buta warna sering kali
dicantumkan secara umum tanpa analisis
kebutuhan pekerjaan yang jelas. Padahal, tidak
semua jenis pekerjaan memerlukan kemampuan
penglihatan warna secara sempurna. Dalam
beberapa profesi yang lebih menitikberatkan pada
kemampuan intelektual dan administratif, kondisi
buta warna parsial tidak memiliki hubungan
langsung dengan kemampuan kerja seseorang.
Oleh karena itu, kebijakan rekrutmen yang
demikian dapat menimbulkan ketidakadilan bagi
pencari kerja.*

Buta warna sendiri merupakan gangguan
penglihatan yang menyebabkan seseorang
kesulitan membedakan warna tertentu, baik secara
total maupun parsial. Secara medis, buta warna
parsial tidak selalu menghambat aktivitas sehari-
hari maupun kemampuan profesional seseorang.
Banyak penderita buta warna tetap mampu
bekerja secara produktif dalam berbagai bidang
pekerjaan. Namun demikian, stigma sosial dan
standar administratif tertentu sering menyebabkan
penderita buta warna diperlakukan berbeda dalam
proses seleksi kerja. Kondisi ini menunjukkan
adanya kesenjangan antara kemampuan nyata
individu dengan persepsi institusi terhadap
kondisi kesehatan tersebut.™

Penderita buta warna parsial sering
menghadapi hambatan bukan karena
ketidakmampuan bekerja, melainkan karena
sistem seleksi yang tidak mempertimbangkan
kemampuan individual secara menyeluruh.
Padahal dalam perkembangan dunia kerja
modern, kompetensi profesional tidak hanya
ditentukan oleh kondisi fisik semata, tetapi juga
oleh  kemampuan intelektual, integritas,
kreativitas, dan keterampilan teknis lainnya. Oleh
sebab itu, pendekatan terhadap kesehatan kerja
seharusnya lebih menitikberatkan pada relevansi
kondisi fisik dengan jenis pekerjaan yang dilamar.
Dengan demikian, prinsip keadilan substantif
dapat lebih terwujud dalam praktik
ketenagakerjaan.?

Dapat dipahami bahwa persoalan kesetaraan
peluang kerja bagi penderita buta warna
merupakan isu hukum yang berkaitan dengan hak
asasi manusia, hukum Kketenagakerjaan, dan
perlindungan  konstitusional ~warga negara.
Diskriminasi dalam proses rekrutmen Kkerja
menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian
antara prinsip hukum dan praktik di lapangan.

10 Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, him. 85.

1'W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka, 2007, him. 172.

2sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum:  Suatu
Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2011, him. 113.



Oleh karena itu, negara memiliki peran penting
dalam menjamin perlindungan hukum dan
kesempatan kerja yang setara bagi seluruh warga
negara tanpa diskriminasi. Hal inilah yang
menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih lanjut
mengenai “Peran Negara Dalam Menjamin
Kesetaraan Peluang Kerja Bagi Penderita Buta
Warna Menurut UU Ketenagakerjaan.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran negara dalam menjamin
kesetaraan peluang kerja bagi penderita buta
warna menurut UU Ketenagakerjaan?

2. Bagaimana perlindungan  hukum  bagi
penderita buta warna menurut UU
Ketenagakerjaan?

C. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN
A. Peran Negara Dalam Menjamin

Kesetaraan Peluang Kerja Bagi Penderita

Buta Warna Menurut uu

Ketenagakerjaan

Negara memiliki kewajiban konstitusional
untuk menjamin setiap warga negara memperoleh
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut tercantum
dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa
negara harus memberikan perlindungan terhadap
seluruh  warga negara dalam memperoleh
kesempatan kerja yang adil dan setara. Oleh
karena itu, negara tidak hanya berfungsi sebagai
pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai penjamin
pelaksanaan hak-hak ketenagakerjaan dalam
praktik. Dalam konteks ini, penderita buta warna
juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh
pekerjaan sepanjang mampu menjalankan tugas
dan tanggung jawab profesinya.*®

Kesetaraan peluang kerja merupakan bagian
dari prinsip hak asasi manusia yang menempatkan
setiap individu pada posisi yang sama di hadapan
hukum. Dalam dunia Kkerja, prinsip ini
menghendaki agar proses rekrutmen dan
hubungan kerja dilakukan tanpa diskriminasi
berdasarkan kondisi fisik, kesehatan, ras, agama,
maupun keadaan pribadi lainnya. Namun dalam
praktiknya, penderita buta warna sering

1% Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pasal 27 ayat (2).

menghadapi hambatan administratif  berupa
persyaratan kesehatan yang membatasi akses
mereka terhadap pekerjaan tertentu. Persyaratan
bebas buta warna sering diterapkan secara umum
tanpa mempertimbangkan relevansi  kondisi
tersebut dengan pekerjaan yang dilamar.
Akibatnya, banyak individu kehilangan
kesempatan kerja bukan karena ketidakmampuan,
tetapi karena penafsiran syarat kesehatan yang
terlalu luas.*

Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia,
prinsip non diskriminasi diatur secara tegas dalam
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah
diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut
menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk
memperoleh pekerjaan. Selanjutnya Pasal 6
menegaskan bahwa setiap pekerja berhak
memperoleh  perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha. Ketentuan ini
menunjukkan  bahwa negara  berkewajiban
menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh tenaga
kerja termasuk bagi penderita buta warna. Dengan
demikian, setiap kebijakan ketenagakerjaan harus
didasarkan pada prinsip  kesetaraan dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia.™

Peran negara dalam menjamin kesetaraan
peluang kerja tidak hanya diwujudkan melalui
pembentukan peraturan perundang-undangan,
tetapi juga melalui pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan rekrutmen tenaga Kerja.
Negara harus memastikan bahwa syarat kesehatan
dalam proses seleksi kerja diterapkan secara
objektif dan proporsional sesuai kebutuhan
pekerjaan. Apabila syarat kesehatan diterapkan
secara berlebihan tanpa relevansi yang jelas, maka
hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi
terhadap kelompok tertentu. Oleh sebab itu,
negara memiliki  tanggung jawab  untuk
mengawasi agar kebijakan rekrutmen tidak
melanggar prinsip keadilan dan non diskriminasi.

Penderita buta warna pada dasarnya
merupakan individu yang mengalami gangguan
penglihatan terhadap warna tertentu, baik secara
total maupun parsial. Namun demikian, kondisi
tersebut tidak selalu menghambat kemampuan
seseorang dalam melaksanakan pekerjaan tertentu.
Banyak profesi lebih menitikberatkan pada
kemampuan analisis, komunikasi, dan

14 satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2012, him. 210.
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keterampilan intelektual dibanding kemampuan
membedakan warna secara sempurna. Oleh karena
itu, penerapan syarat bebas buta warna secara
umum dapat menimbulkan ketidakadilan apabila
tidak disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan
yang dilamar. Dalam konteks ini, negara harus
hadir untuk melindungi hak warga negara agar
tidak dirugikan oleh kebijakan yang diskriminatif.

Salah satu contoh nyata persoalan tersebut
dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 121/PUU-XXI11/2025. Perkara tersebut
diajukan oleh Anak Agung Ngurah Kharan Gustra
Ananta yang merasa hak konstitusionalnya
dirugikan karena kondisi buta warna parsial
dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan untuk
mengikuti  seleksi calon jaksa. Pemohon
mempersoalkan penafsiran frasa “sehat jasmani
dan rohani” dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Kejaksaan yang diterapkan secara kaku oleh
lembaga terkait. Menurut pemohon, kondisi buta
warna parsial tidak menghambat pelaksanaan
tugas profesi jaksa yang lebih menekankan
kemampuan hukum dan integritas. Kasus ini
menunjukkan bahwa penerapan syarat kesehatan
dapat berpotensi diskriminatif apabila tidak
mempertimbangkan relevansi  dengan jenis
pekerjaan.*®

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa
negara memiliki peran penting dalam memberikan
batasan yang jelas terhadap penerapan syarat
kesehatan kerja. Frasa “sehat jasmani dan rohani”
yang tidak dijelaskan secara limitatif membuka
ruang tafsir yang luas dalam praktik rekrutmen
kerja. Akibatnya, lembaga atau instansi tertentu
dapat menetapkan standar kesehatan yang terlalu
ketat tanpa dasar objektif yang relevan dengan
tugas pekerjaan. Kondisi ini berpotensi melanggar
hak  konstitusional ~warga negara untuk
memperoleh pekerjaan. Oleh sebab itu, negara
perlu membuat standar hukum yang lebih jelas
mengenai parameter kesehatan kerja agar tidak
menimbulkan perlakuan diskriminatif.

Dalam perspektif hukum administrasi negara,
setiap kebijakan publik harus didasarkan pada
asas proporsionalitas dan rasionalitas. Artinya,
suatu persyaratan hanya dapat diterapkan apabila
benar-benar memiliki hubungan langsung dengan
tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks syarat
bebas buta warna, persyaratan tersebut hanya
dapat dibenarkan apabila berkaitan dengan
keselamatan kerja atau kemampuan teknis
tertentu. Namun apabila diterapkan pada
pekerjaan yang lebih mengutamakan kemampuan

% pytusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  121/PUU-
XXI111/2025.

intelektual, maka persyaratan tersebut menjadi
tidak proporsional. Oleh karena itu, negara harus
memastikan bahwa setiap kebijakan
ketenagakerjaan dibuat berdasarkan kebutuhan
objektif dan bukan asumsi diskriminatif."’

Peran negara dalam menjamin kesetaraan
kerja juga berkaitan dengan fungsi perlindungan
hukum terhadap warga negara. Philipus M.
Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum
merupakan upaya untuk melindungi hak-hak
masyarakat dari tindakan sewenang-wenang
penguasa maupun pihak lain. Dalam konteks
ketenagakerjaan, perlindungan hukum berarti
memberikan jaminan bahwa setiap individu
memperoleh kesempatan kerja secara adil dan
tidak diskriminatif. Oleh sebab itu, negara wajib
melindungi penderita buta warna dari kebijakan
rekrutmen vyang tidak berdasarkan kebutuhan
nyata pekerjaan. Perlindungan tersebut penting
untuk mewujudkan keadilan sosial dalam bidang
ketenagakerjaan.® Selain perlindungan hukum
nasional, Indonesia juga terikat pada prinsip-
prinsip internasional mengenai penghapusan
diskriminasi dalam pekerjaan. Melalui ratifikasi
Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi
dalam  Pekerjaan  dan  Jabatan, negara
berkewajiban ~ menghapus  segala  bentuk
diskriminasi dalam hubungan Kkerja. Konvensi
tersebut menegaskan bahwa setiap individu harus
memperoleh  kesempatan kerja  berdasarkan
kemampuan  dan  kompetensinya,  bukan
berdasarkan kondisi pribadi tertentu yang tidak
relevan dengan pekerjaan. Dengan demikian,
penderita buta warna seharusnya tidak secara
otomatis kehilangan hak untuk mengikuti seleksi
kerja hanya karena kondisi kesehatan tertentu.

Dalam praktiknya, banyak institusi masih
menggunakan standar kesehatan lama yang tidak
lagi relevan dengan perkembangan dunia kerja
modern. Beberapa pekerjaan saat ini lebih
mengutamakan kemampuan teknologi, analisis,
dan komunikasi dibanding kemampuan sensorik
tertentu. Namun demikian, persyaratan
administratif yang bersifat umum masih sering
diberlakukan tanpa evaluasi yang mendalam.
Akibatnya, penderita buta warna mengalami
hambatan untuk memperoleh pekerjaan meskipun
sebenarnya mampu melaksanakan tugas dengan
baik. Kondisi ini menunjukkan perlunya
pembaruan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih
inklusif dan adaptif terhadap perkembangan
zaman.

Negara juga memiliki peran dalam

Y Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2014, him. 139.

'8 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat
Indonesia, Surabaya: Bina IImu, 2007, him. 33.



meningkatkan kesadaran masyarakat dan institusi
mengenai pentingnya kesetaraan peluang kerja.
Diskriminasi terhadap penderita buta warna sering
kali dipengaruhi oleh stigma sosial dan kurangnya
pemahaman mengenai kondisi tersebut. Banyak
pihak masih menganggap penderita buta warna
tidak mampu bekerja secara optimal, padahal
kondisi tersebut tidak selalu mempengaruhi
kemampuan profesional seseorang. Oleh karena
itu, negara perlu melakukan edukasi dan
sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa
kesempatan kerja harus diberikan berdasarkan
kompetensi, bukan semata-mata kondisi fisik
tertentu.

Dalam perspektif teori keadilan, setiap
individu berhak memperoleh perlakuan yang sama
di hadapan hukum. Gustav Radbruch menyatakan
bahwa hukum harus mengandung unsur keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan. Penerapan syarat
kerja yang diskriminatif terhadap penderita buta
warna bertentangan dengan prinsip keadilan
karena menghilangkan hak seseorang tanpa alasan
yang objektif. Oleh sebab itu, negara harus
memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan
tidak menimbulkan ketidakadilan  terhadap
kelompok tertentu. Peran negara dalam konteks
ini adalah menjaga agar hukum menjadi alat
perlindungan, bukan alat pembatas hak warga
negara.'®

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga
konstitusi memiliki peran strategis dalam
menafsirkan norma hukum agar tetap sejalan
dengan prinsip hak asasi manusia. Pengujian Pasal
9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Kejaksaan
dalam perkara Nomor 121/PUU-XXII1/2025
menunjukkan bahwa persoalan diskriminasi kerja
telah berkembang menjadi isu konstitusional.
Putusan Mahkamah Konstitusi nantinya akan
menjadi pedoman penting dalam menentukan
batas penerapan syarat kesehatan dalam
rekrutmen kerja. Dengan demikian, negara
melalui lembaga peradilan konstitusi turut
berperan dalam menjamin kesetaraan kesempatan
kerja bagi penderita buta warna.

Dalam hubungan kerja, prinsip kesetaraan
juga berkaitan dengan penghormatan terhadap
martabat manusia. Setiap orang memiliki hak
untuk dihargai berdasarkan kemampuan dan
integritasnya sebagai individu. Oleh karena itu,
negara harus memastikan bahwa proses seleksi
kerja dilakukan secara objektif dan tidak
merendahkan harkat manusia melalui kebijakan
diskriminatif. Kesempatan kerja yang setara akan
memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk

® Gustav Radbruch, Legal Philosophy, London: Oxford
University Press, 1950, him. 107.

berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
Dengan  demikian, perlindungan terhadap
penderita buta warna juga merupakan bagian dari
penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Peran negara dalam menjamin kesetaraan
peluang kerja juga dapat dilakukan melalui
pembentukan regulasi teknis yang lebih spesifik
mengenai syarat kesehatan kerja. Regulasi
tersebut perlu memuat standar objektif mengenai
jenis pekerjaan yang memang memerlukan
kemampuan penglihatan warna tertentu. Dengan
adanya aturan yang jelas, maka lembaga
pemerintah maupun perusahaan swasta tidak
dapat menetapkan syarat kesehatan secara
sewenang-wenang. Selain itu, regulasi yang jelas
juga akan memberikan kepastian hukum bagi
pencari kerja penderita buta warna.

Negara perlu menyediakan mekanisme
pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi
individu yang merasa dirugikan  akibat
diskriminasi dalam dunia kerja. Mekanisme
tersebut penting agar masyarakat memiliki akses
terhadap keadilan ketika menghadapi kebijakan
rekrutmen yang tidak adil. Dalam konteks ini,
lembaga  pengawas  ketenagakerjaan  dan
pengadilan memiliki peran penting untuk menilai
apakah suatu persyaratan kerja bersifat objektif
atau diskriminatif. Dengan demikian, negara tidak
hanya berperan sebagai pembuat aturan, tetapi
juga sebagai penjamin pelaksanaan keadilan
dalam praktik ketenagakerjaan.

Dalam dunia kerja modern, konsep
inklusivitas menjadi semakin penting dalam
pembangunan sistem ketenagakerjaan nasional.
Negara harus mendorong terciptanya lingkungan
kerja yang menerima keberagaman kondisi fisik
dan kesehatan masyarakat. Pendekatan inklusif
akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih
luas dan mengurangi praktik diskriminasi
terhadap kelompok tertentu. Oleh sebab itu,
perlindungan terhadap penderita buta warna tidak
hanya berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan,
tetapi juga berkaitan dengan pembangunan
budaya kerja yang adil dan manusiawi.

Penerapan  prinsip  kesetaraan  dalam
ketenagakerjaan juga akan memberikan dampak
positif terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Semakin luas kesempatan kerja yang diberikan
kepada masyarakat, maka semakin besar pula
potensi sumber daya manusia Yyang dapat
dimanfaatkan untuk pembangunan. Sebaliknya,
diskriminasi kerja justru akan menghambat
pemanfaatan potensi individu yang sebenarnya
memiliki kemampuan dan kompetensi. Oleh
karena itu, negara perlu memastikan bahwa sistem
ketenagakerjaan dibangun berdasarkan prinsip
meritokrasi dan keadilan sosial.



Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami
bahwa negara memiliki peran yang sangat penting
dalam menjamin kesetaraan peluang kerja bagi
penderita buta warna  menurut  hukum
ketenagakerjaan  Indonesia.  Peran  tersebut
meliputi pembentukan regulasi, pengawasan
kebijakan rekrutmen, perlindungan hukum, serta
penegakan prinsip non diskriminasi dalam dunia
kerja. Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor  121/PUU-XXIII/2025  menunjukkan
bahwa penerapan syarat kesehatan yang tidak
proporsional dapat berpotensi melanggar hak
konstitusional warga negara. Oleh karena itu,
negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan
ketenagakerjaan didasarkan pada kebutuhan
objektif pekerjaan dan tetap menghormati prinsip
kesetaraan serta hak asasi manusia.

B. Perlindungan Hukum Bagi Penderita Buta

Warna Menurut UU Ketenagakerjaan

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja
merupakan bagian penting dalam sistem hukum
ketenagakerjaan Indonesia. Negara berkewajiban
menjamin agar setiap warga negara memperoleh
kesempatan kerja yang adil tanpa diskriminasi
berdasarkan kondisi fisik maupun kesehatan
tertentu. Dalam konteks penderita buta warna,
perlindungan hukum menjadi penting karena
masih terdapat praktik diskriminasi dalam proses
rekrutmen dan hubungan kerja. Banyak institusi
maupun perusahaan mensyaratkan bebas buta
warna secara umum tanpa mempertimbangkan
relevansi kondisi tersebut dengan pekerjaan yang
dilamar. Akibatnya, individu yang sebenarnya
memiliki kemampuan dan kompetensi tetap
kehilangan kesempatan kerja karena kondisi
kesehatan tertentu.?’

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan,
setiap tenaga kerja memiliki hak yang sama untuk
memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang adil.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah
diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa
setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang
sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh
pekerjaan. Selanjutnya Pasal 6 menyatakan bahwa
setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang
sama tanpa diskriminasi dari  pengusaha.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara
secara normatif telahn memberikan perlindungan
hukum terhadap seluruh tenaga kerja termasuk
penderita buta warna. Oleh karena itu, setiap
bentuk pembatasan kerja yang tidak objektif dapat

2 satjipto Rahardjo, 1lmu Hukum, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2012, him. 183.

bertentangan dengan prinsip hukum
ketenagakerjaan.”*

Perlindungan hukum bagi penderita buta
warna juga berkaitan dengan jaminan hak asasi
manusia dalam konstitusi. Pasal 28D ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja. Hak tersebut berlaku bagi seluruh
warga negara tanpa membedakan kondisi fisik
maupun sensorik tertentu. Dengan demikian,
penderita buta warna memiliki hak konstitusional
yang sama untuk memperoleh kesempatan kerja
sesuai kemampuan dan kompetensinya. Negara
berkewajiban melindungi hak tersebut melalui
kebijakan dan regulasi yang tidak diskriminatif.??

Dalam praktiknya, perlindungan hukum
terhadap penderita buta warna sering Kali
menghadapi tantangan karena adanya penafsiran
yang luas terhadap syarat kesehatan kerja. Banyak
lembaga dan perusahaan menerapkan syarat
“sehat jasmani dan rohani” sebagai standar umum
dalam rekrutmen kerja. Namun demikian,
parameter kesehatan tersebut sering kali tidak
dijelaskan secara rinci sehingga menimbulkan
tafsir yang berbeda-beda. Akibatnya, kondisi buta
warna sering dianggap sebagai alasan otomatis
untuk menolak pelamar kerja meskipun tidak
berkaitan langsung dengan tugas pekerjaan.
Kondisi ini menunjukkan adanya potensi
diskriminasi ~ administratif =~ dalam  sistem
ketenagakerjaan.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan
persoalan tersebut dapat dilihat dalam Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  121/PUU-
XX111/2025. Perkara tersebut diajukan oleh Anak
Agung Ngurah Kharan Gustra Ananta yang
merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena
kondisi buta warna parsial dianggap tidak
memenuhi syarat kesehatan untuk mengikuti
seleksi calon jaksa. Pemohon mempersoalkan
frasa “sehat jasmani dan rohani” dalam Pasal 9
ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2021 tentang Kejaksaan yang ditafsirkan secara
kaku oleh lembaga terkait. Menurut pemohon,
kondisi buta warna parsial tidak menghambat
pelaksanaan tugas profesi jaksa yang lebih
menitikberatkan pada kemampuan analisis hukum
dan integritas. Kasus ini menjadi relevan dalam

2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 5
dan Pasal 6.

22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pasal 28D ayat (2).



pembahasan  perlindungan hukum terhadap
penderita buta warna dalam dunia kerja.”®

Kasus  tersebut menunjukkan  bahwa
perlindungan hukum terhadap penderita buta
warna masih belum terlaksana secara optimal
dalam praktik ketenagakerjaan. Persyaratan
kesehatan yang diterapkan tanpa
mempertimbangkan relevansi tugas jabatan dapat
menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh
pekerjaan. Padahal dalam beberapa jenis
pekerjaan, kondisi buta warna parsial tidak
mempengaruhi kemampuan profesional
seseorang. Oleh sebab itu, negara perlu
memastikan bahwa setiap persyaratan kesehatan
kerja didasarkan pada kebutuhan objektif
pekerjaan dan bukan asumsi diskriminatif.
Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap
penderita buta warna dapat diwujudkan secara
nyata.

Dalam perspektif hukum administrasi negara,
setiap kebijakan publik harus memenuhi asas
proporsionalitas dan rasionalitas. Artinya, syarat
kesehatan hanya dapat diterapkan apabila benar-
benar berkaitan dengan keselamatan kerja atau
kebutuhan teknis tertentu. Apabila syarat bebas
buta warna diterapkan secara umum tanpa dasar
objektif, maka kebijakan tersebut dapat dianggap
bertentangan dengan prinsip keadilan
administratif. Oleh karena itu, negara harus
memberikan pengawasan terhadap kebijakan
rekrutmen agar tidak menimbulkan diskriminasi
terhadap kelompok tertentu. Perlindungan hukum
dalam  konteks ini  bertujuan  menjaga
keseimbangan antara kepentingan institusi dan
hak warga negara.?!

Perlindungan hukum bagi penderita buta
warna juga berkaitan dengan konsep negara
hukum yang menjamin persamaan kedudukan
warga negara di hadapan hukum. Dalam negara
hukum, setiap tindakan pemerintah harus
berdasarkan hukum dan tidak boleh bersifat
sewenang-wenang. Oleh karena itu, kebijakan
rekrutmen kerja yang menolak seseorang hanya
karena kondisi buta warna tanpa alasan objektif
dapat dipandang bertentangan dengan prinsip
negara hukum. Negara harus hadir untuk
mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam
penerapan syarat kerja. Dengan demikian,
perlindungan hukum menjadi instrumen penting
dalam menjamin hak-hak masyarakat.

Dalam praktik hubungan kerja modern,
kompetensi tenaga kerja tidak hanya diukur
berdasarkan kondisi fisik, tetapi juga kemampuan

Bpytusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor — 121/PUU-
XXI111/2025.

% Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2014, him. 139.

intelektual dan profesional. Banyak pekerjaan saat
ini lebih mengutamakan kemampuan analisis,
komunikasi, teknologi, dan kreativitas dibanding
kemampuan sensorik tertentu. Oleh sebab itu,
penerapan Syarat bebas buta warna secara umum
menjadi kurang relevan terhadap perkembangan
dunia kerja modern. Negara perlu menyesuaikan
kebijakan ketenagakerjaan agar lebih adaptif
terhadap perubahan kebutuhan dunia Kkerja.
Dengan demikian, penderita buta warna tetap
memiliki  kesempatan yang sama  untuk
berpartisipasi dalam dunia kerja.

Selain  perlindungan melalui  peraturan
perundang-undangan, negara juga memiliki
tanggung jawab dalam memberikan pengawasan
terhadap pelaksanaan hubungan kerja.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui instansi
ketenagakerjaan  untuk  memastikan  bahwa
pengusaha tidak melakukan diskriminasi terhadap
pekerja atau calon pekerja. Apabila ditemukan
pelanggaran terhadap prinsip non diskriminasi,
maka negara dapat memberikan  sanksi
administratif maupun tindakan hukum lainnya.
Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap
penderita buta warna tidak hanya bersifat
normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam
praktik pengawasan ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum terhadap penderita buta
warna juga berkaitan dengan hak atas martabat
manusia. Setiap individu berhak dihargai
berdasarkan kemampuan dan integritasnya, bukan
semata-mata berdasarkan kondisi fisik tertentu.
Dalam konteks ini, negara harus mendorong
terciptanya sistem Kkerja yang inklusif dan
menghormati keberagaman kondisi masyarakat.
Lingkungan kerja yang inklusif akan memberikan
kesempatan yang lebih luas bagi seluruh warga
negara untuk berkembang secara profesional.
Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap
penderita buta warna merupakan bagian dari
penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Dalam teori perlindungan hukum, Philipus
M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan
hukum bertujuan melindungi hak-hak masyarakat
dari tindakan yang merugikan dan tidak adil.
Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui
upaya preventif maupun represif. Perlindungan
preventif dilakukan melalui pembentukan regulasi
yang melarang diskriminasi kerja, sedangkan
perlindungan  represif  dilakukan  melalui
penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran
hak. Dalam konteks penderita buta warna, kedua
bentuk perlindungan tersebut sangat diperlukan
untuk menjamin hak atas pekerjaan yang setara.”

% philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat
Indonesia, Surabaya: Bina IImu, 2007, him. 33.



Negara juga memiliki kewajiban untuk
memberikan  kepastian  hukum  mengenai
parameter kesehatan kerja dalam  proses
rekrutmen tenaga kerja. Selama ini, tidak adanya
standar yang jelas mengenai syarat kesehatan
sering menyebabkan terjadinya penafsiran yang
berbeda antarinstansi. Akibatnya, penderita buta
warna sering kali dirugikan karena dianggap tidak
memenuhi syarat kesehatan meskipun mampu
menjalankan pekerjaan dengan baik. Oleh sebab
itu, negara perlu menyusun regulasi teknis yang
lebih jelas mengenai jenis pekerjaan yang
memang memerlukan kemampuan penglihatan
warna tertentu. Dengan demikian, penerapan
syarat kesehatan dapat dilakukan secara objektif
dan proporsional.

Dalam konteks hak asasi manusia,
diskriminasi terhadap penderita buta warna dalam
dunia kerja bertentangan dengan prinsip
persamaan hak. Setiap individu memiliki hak
yang sama untuk memperoleh kesempatan kerja
berdasarkan kompetensi dan kemampuannya.
Oleh karena itu, penolakan terhadap penderita
buta warna tanpa alasan yang relevan dapat
dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi
manusia. Negara berkewajiban menjamin bahwa
seluruh warga negara memperoleh perlindungan
yang sama di hadapan hukum. Perlindungan
tersebut penting untuk menciptakan keadilan
sosial dalam masyarakat.

Perlindungan hukum bagi penderita buta
warna juga berkaitan dengan ratifikasi konvensi
internasional  mengenai  diskriminasi  kerja.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor
111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan
Jabatan melalui Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1999. Konvensi tersebut menegaskan
bahwa setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan
harus dihapuskan. Dengan demikian, negara
berkewajiban memastikan bahwa kebijakan
ketenagakerjaan nasional tidak bertentangan
dengan prinsip internasional mengenai kesetaraan
kerja. Ratifikasi tersebut memperkuat dasar
hukum perlindungan terhadap penderita buta
warna dalam dunia kerja.?

Dalam praktiknya, penderita buta warna
sering menghadapi hambatan psikologis akibat
stigma sosial yang berkembang di masyarakat.
Banyak orang menganggap bahwa penderita buta
warna tidak mampu bekerja secara optimal
meskipun kenyataannya tidak demikian. Stigma
tersebut menyebabkan penderita buta warna
sering kehilangan rasa percaya diri dalam
mengikuti seleksi kerja. Oleh sebab itu,

% Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang
Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning
Discrimination in Respect of Employment and Occupation.

perlindungan hukum juga harus diiringi dengan
perubahan pola pikir masyarakat mengenai
kondisi buta warna. Negara memiliki peran
penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi
mengenai pentingnya kesetaraan kesempatan
kerja.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor
121/PUU-XXI11/2025 pada dasarnya sedang
menilai sejaun mana syarat kesehatan dapat
dibenarkan dalam sistem rekrutmen kerja. Putusan
tersebut akan menjadi pedoman penting mengenai
batas penerapan syarat kesehatan agar tidak
melanggar hak konstitusional warga negara.
Apabila Mahkamah Konstitusi memberikan
penafsiran yang lebih progresif terhadap frasa
“sehat jasmani dan rohani,” maka hal tersebut
dapat memperkuat perlindungan hukum bagi
penderita buta warna di Indonesia. Dengan
demikian, peradilan konstitusi memiliki peran
strategis dalam mewujudkan keadilan dalam
bidang ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum yang baik juga akan
memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
Semakin luas kesempatan kerja yang diberikan
kepada masyarakat, maka semakin besar pula
potensi sumber daya manusia yang dapat
dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi.
Sebaliknya, diskriminasi kerja justru akan
menghambat pemanfaatan kemampuan individu
yang sebenarnya memiliki kompetensi tinggi.
Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap
penderita buta warna bukan hanya persoalan hak
individu, tetapi juga berkaitan  dengan
kepentingan pembangunan nasional secara
keseluruhan. Selain itu, perkembangan teknologi
dan sistem kerja modern telah memungkinkan
banyak pekerjaan dilakukan tanpa hambatan
berarti bagi penderita buta warna. Kemajuan
teknologi digital bahkan dapat membantu individu
dengan gangguan sensorik tertentu untuk bekerja
secara lebih efektif. Oleh sebab itu, negara perlu
mendorong dunia kerja agar lebih terbuka
terhadap keberagaman kondisi fisik dan kesehatan
masyarakat. Perlindungan hukum yang inklusif
akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih
adil dan produktif. Dengan demikian, setiap
warga negara dapat memperoleh kesempatan yang
sama untuk berkembang dalam dunia kerja.

Perkembangan teknologi dan sistem Kkerja
modern telah membawa perubahan besar dalam
pola hubungan kerja dan mekanisme pelaksanaan
pekerjaan di berbagai sektor. Kemajuan teknologi
digital memungkinkan  banyak  pekerjaan
dilakukan secara fleksibel tanpa bergantung pada
kemampuan fisik tertentu secara mutlak. Dalam
konteks penderita buta warna, perkembangan
tersebut membuka peluang yang lebih luas untuk



berpartisipasi dalam dunia kerja. Banyak
pekerjaan saat ini lebih menitikberatkan pada
kemampuan intelektual, analisis data, komunikasi,
dan penguasaan teknologi dibanding kemampuan
membedakan warna secara sempurna. Oleh karena
itu, perkembangan teknologi seharusnya menjadi
sarana untuk menciptakan sistem kerja yang lebih
inklusif bagi seluruh masyarakat.”’

Kemajuan teknologi informasi juga telah
menghasilkan berbagai perangkat digital yang
dapat membantu individu dengan gangguan
sensorik tertentu dalam menjalankan aktivitas
kerja secara efektif. Misalnya, penggunaan
aplikasi digital, perangkat lunak pengolah data,
dan sistem otomatisasi memungkinkan pekerjaan
dilakukan dengan lebih efisien tanpa terlalu
bergantung pada kemampuan visual terhadap
warna tertentu. Dalam beberapa bidang pekerjaan,
teknologi bahkan mampu menggantikan fungsi
pengenalan warna melalui sistem identifikasi
digital yang lebih akurat. Dengan demikian,
keterbatasan sensorik seperti buta warna tidak lagi
menjadi hambatan utama dalam banyak jenis
pekerjaan modern. Kondisi ini menunjukkan
bahwa perkembangan teknologi dapat mendukung
terciptanya kesetaraan kesempatan kerja.”®

Dalam dunia kerja modern, transformasi
digital telah mengubah kebutuhan kompetensi
tenaga kerja dari yang sebelumnya bersifat
manual menjadi lebih berbasis keterampilan
teknologi dan kemampuan berpikir kritis. Banyak
profesi saat ini lebih membutuhkan kemampuan
analisis hukum, penguasaan komputer,
komunikasi, dan kreativitas dibanding
kemampuan fisik tertentu. Oleh sebab itu,
persyaratan kesehatan seperti bebas buta warna
perlu dievaluasi kembali agar sesuai dengan
perkembangan kebutuhan dunia kerja. Negara
memiliki tanggung jawab untuk memastikan
bahwa standar rekrutmen tenaga kerja tidak
tertinggal dari perkembangan teknologi dan
sistem kerja modern. Dengan demikian, kebijakan
ketenagakerjaan dapat lebih relevan dan adil bagi
masyarakat.”?

Perkembangan sistem kerja berbasis digital
juga memperluas bentuk pekerjaan yang dapat
dilakukan secara daring atau remote working.
Sistem kerja seperti ini memungkinkan individu
bekerja dari lokasi tertentu dengan bantuan
perangkat teknologi tanpa harus berada secara
langsung di lingkungan kerja konvensional.

7 Satjipto Rahardjo, 1lmu Hukum, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2012, him. 210.

2 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2005, him. 87.

2 gydikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum:  Suatu
Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2011, him. 113.

Kondisi tersebut memberikan peluang yang lebih
besar bagi individu dengan keterbatasan fisik atau
sensorik, termasuk penderita buta warna, untuk
tetap produktif dan kompetitif dalam dunia kerja.
Oleh karena itu, negara perlu mendorong
perusahaan dan institusi agar lebih terbuka
terhadap pola kerja modern vyang inklusif.
Pendekatan tersebut akan memperluas akses kerja
bagi seluruh masyarakat secara lebih adil.*

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan,
perkembangan teknologi seharusnya menjadi
dasar untuk memperkuat perlindungan terhadap
hak pekerja tanpa diskriminasi. Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga
kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi  untuk memperoleh  pekerjaan.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara
harus menjamin agar perkembangan dunia kerja
tidak justru melahirkan bentuk diskriminasi baru
terhadap kelompok tertentu. Oleh sebab itu,
perlindungan hukum bagi penderita buta warna
harus  disesuaikan  dengan  perkembangan
teknologi dan kebutuhan kerja modern. Dengan
demikian, hukum ketenagakerjaan dapat berfungsi
secara efektif dalam melindungi hak-hak
pekerja.*"

Kemajuan teknologi juga memberikan
dampak positif terhadap proses evaluasi
kemampuan tenaga kerja. Penilaian terhadap
kompetensi seseorang saat ini tidak lagi hanya
didasarkan pada kondisi fisik semata, tetapi lebih
mengutamakan keterampilan profesional dan
kemampuan kerja nyata. Dalam konteks ini,
penderita buta warna seharusnya dinilai
berdasarkan kemampuan menjalankan tugas
pekerjaan, bukan hanya berdasarkan hasil
pemeriksaan  kesehatan umum. Pendekatan
berbasis kompetensi tersebut lebih sesuai dengan
prinsip keadilan dan non diskriminasi dalam
hukum ketenagakerjaan. Oleh karena itu, negara
perlu mendorong perubahan sistem seleksi kerja
agar lebih objektif dan proporsional.* Selain itu,
perkembangan teknologi telah memungkinkan
terciptanya alat bantu kerja yang dapat
mendukung penderita buta warna dalam
menjalankan tugas tertentu. Misalnya,
penggunaan software identifikasi warna, aplikasi
pembeda warna digital, dan sistem otomatisasi
visual dapat membantu individu mengenali warna

% Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, him. 85.

% Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 5.

% philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat
Indonesia, Surabaya: Bina IImu, 2007, him. 33.



dengan lebih akurat. Teknologi tersebut
menunjukkan bahwa keterbatasan sensorik bukan
lagi hambatan mutlak dalam pelaksanaan
pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, alasan
penolakan kerja terhadap penderita buta warna
harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan
objektif pekerjaan dan bukan asumsi umum
semata. Negara memiliki peran penting untuk
memastikan bahwa pemanfaatan teknologi
digunakan sebagai sarana inklusi sosial dalam
dunia kerja.®®

Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap
warga negara berhak memperoleh kesempatan
yang sama untuk berkembang dalam kehidupan
sosial dan ekonomi. Hak atas pekerjaan tidak
boleh dibatasi secara tidak proporsional hanya
karena  kondisi  kesehatan tertentu  yang
sebenarnya tidak menghambat kemampuan kerja
seseorang. Oleh Kkarena itu, negara harus
mendorong terciptanya sistem ketenagakerjaan
yang menghormati  keberagaman  kondisi
masyarakat. Perlindungan hukum yang inklusif
akan  menciptakan  rasa  keadilan  dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan nasional. Dengan demikian,
teknologi dan hukum harus berjalan bersama
untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan kerja.**

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk
mendorong perusahaan dan institusi agar
menerapkan prinsip inklusivitas dalam lingkungan
kerja. Lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya
memberikan kesempatan Kkerja yang setara, tetapi
juga menciptakan budaya kerja yang menghargai
keberagaman dan kemampuan individu. Dalam
praktiknya, perusahaan yang inklusif cenderung
lebih produktif karena mampu memanfaatkan
potensi sumber daya manusia secara lebih luas.
Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap
penderita buta warna juga memiliki manfaat
ekonomi dan sosial bagi pembangunan nasional.
Pendekatan inklusif akan membantu menciptakan
sistem kerja yang lebih adil dan manusiawi.®

Dapat dipahami bahwa perkembangan
teknologi dan sistem kerja modern telah membuka
peluang yang lebih besar bagi penderita buta
warna untuk berpartisipasi dalam dunia kerja.
Teknologi digital mampu membantu individu
dengan gangguan sensorik tertentu agar tetap
dapat bekerja secara efektif dan profesional. Oleh
karena itu, negara harus mendorong pembentukan
kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan

¥ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2014, him. 139.

3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pasal 28D ayat (2).

% Gustav Radbruch, Legal Philosophy, London: Oxford
University Press, 1950, him. 107.

adaptif ~ terhadap  perkembangan  zaman.
Perlindungan hukum yang adil dan berbasis
kompetensi akan menciptakan kesempatan kerja
yang setara bagi seluruh warga negara tanpa
diskriminasi. Dengan demikian, setiap individu
memiliki peluang yang sama untuk berkembang
dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.*

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami
bahwa perlindungan hukum bagi penderita buta
warna menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan
merupakan bagian dari jaminan hak asasi manusia
dan prinsip non diskriminasi dalam dunia kerja.
Negara memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa setiap kebijakan rekrutmen
dan hubungan kerja dilakukan secara objektif,
proporsional, dan tidak diskriminatif. Kasus
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-
XXI111/2025 menunjukkan bahwa penerapan
syarat kesehatan yang terlalu luas dapat
berpotensi melanggar hak konstitusional warga
negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum
terhadap penderita buta warna harus terus
diperkuat melalui regulasi, pengawasan, dan
penegakan hukum yang adil sesuai prinsip negara
hukum dan hak asasi manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesetaraan peluang kerja bagi penderita buta
warna  merupakan  bagian dari  hak
konstitusional warga negara yang dijamin
dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Negara
memiliki peran penting dalam menjamin
pelaksanaan prinsip non diskriminasi melalui
pembentukan regulasi, pengawasan kebijakan
rekrutmen Kkerja, serta penegakan hukum
terhadap praktik diskriminatif. Penerapan
syarat bebas buta warna hanya dapat
dibenarkan apabila memiliki hubungan
langsung dengan kebutuhan objektif dan
keselamatan kerja pada jabatan tertentu.

2. Perlindungan hukum bagi penderita buta
warna menurut Undang-Undang
Ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin
hak setiap warga negara memperoleh
pekerjaan berdasarkan kemampuan dan
kompetensinya. Kasus Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor  121/PUU-XXI11/2025
menunjukkan bahwa penafsiran syarat “sehat
jasmani dan rohani” yang terlalu luas
berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam
dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan

% peter Mahmud Marzuki, Pengantar IImu Hukum, Jakarta:
Kencana, 2008, him. 197.



perlindungan hukum vyang lebih jelas,
proporsional, dan berbasis kompetensi agar
penderita buta warna tetap memperoleh
kesempatan kerja yang adil dan setara.

B. Saran

1. Negara perlu menyusun regulasi yang lebih
jelas mengenai standar kesehatan kerja dan
batas penerapan syarat bebas buta warna
dalam proses rekrutmen tenaga Kerja,
sehingga tidak menimbulkan penafsiran
diskriminatif terhadap penderita buta warna.
Selain itu, pengawasan terhadap kebijakan
rekrutmen instansi pemerintah  maupun
perusahaan swasta harus diperkuat agar
prinsip non diskriminasi dapat diterapkan
secara efektif.

2. Perusahaan dan lembaga pemerintah
sebaiknya menerapkan sistem seleksi kerja
yang lebih objektif dan berbasis kompetensi
sesuai kebutuhan jabatan. Penderita buta
warna tidak seharusnya langsung dinyatakan
tidak memenuhi syarat kerja apabila kondisi
tersebut tidak menghambat pelaksanaan tugas
pekerjaan secara nyata.
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